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ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk memahami analisis prosedur penerbitan surat paksa
terhadap efektivitas penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.
Metode yang dipakai ialah deskriptif kualitatif. Teknik penyelidikan data ialah
mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian
membuktikan bahwa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu mempunyai
proses pemungutan pajak menggunakan surat paksa dapat dilaksanakan apabila
kepada penanggung pajak telah menjalankan penagihan menggunakan surat
teguran atau penanggung pajak belum membayar utang pajaknya. Efektivitas
pemungutan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Batu terhitung kurang
efektif bila diamati dari analisis data dari tahun 2018-2022 dimana tingkat
efektivitasnya lebih dari 60% dinyatakan  kurang efektif. Kendala yang
mengakibatkan penanggung pajak belum membayar utang pajaknya melalui surat
paksa pada KPP Pratama Batu ialah kendala dari dalam seperti kurangnya jurusita
dan kendala dari luar seperti alamat wajib pajak yang kurang jelas serta penanggung
pajak yang mengalami kebangkrutan.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak ialah pendapatan Negara yang paling penting untuk membantu
pengelolaan pembangunan yang berasal dari dalam Negeri. Pemasukan pajak akan
menentukan ukuran anggaran Negara untuk membayar pengeluaran Negara, baik
untuk membayar pembangunan maupun untuk membayar anggaran rutin. Indonesia
ialah Negara berkembang yang memenuhi aktivitas pembangunan, aktivitas yang
dijalankan yaitu pembangunan nasional. Pembangunan itu ialah  untuk
kedamaianan warga Negara dengan merata. Hal ini tertera dalam Anggaran
Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang mana pajak adalah penerimaan
terbesar Negara Indonesia.

Pembangunan nasional ini diinginkan bukan hanya untuk merubah ekonomi
menjadi baik serta bisa membangunkan desakan serta permintaan untuk
melaksanakan pembaharuan pada setiap bagian kehidupan rakyiat. Demi
memperoleh tujuan pembentukan nasional itu dibutuhkan modal banyak yang
penerapannya harus berdasarkan pada ketangguhan sendiri. Maka perlu
menempatkan prinsip yang dapat menanggung tersediannya modal dari sumber-
sumber di dalam Negeri guna meloloskan diri dari keterkaitan pada sumber luar
negeri sehingga bantuan Luar Negeri hanya bonus yang lama kelamaan

kontribusinya akan sedikit.



Begitu pentingnya pajak dalam pembentukan nasional menjadikan
pemerintah melalui Direktor Jendral Pajak untuk bekerja lebih sungguh-sungguh,
untuk membantu wajib pajak pribadi maupun badan dengan baik. Dengan
diselenggarakan sosialisasi dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat
secara langsung maupun tidak langsung. mengharapkan masyarakat bakal
memahami akan posisi masyarakat khususnya wajib pajak untuk membantu
pembangunan nasional. Pemahaman wajib pajak maupun badan yang sudah
dibangun harus diiringi dengan pengembangan kemampuan aparat penagihan
pajak. Aparat harus selalu membagikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Proses pemungutan pajak terbentuk bilamana penanggung pajak belum
menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan dari hasil pemeriksaan
SPT. Prosedur pemungutan pajak dilaksanakn dengan aktif dan pasif. Prosedur
pemungutan pajak pasif dijalankan beserta memberitahukan surat piutang pajak
untuk WP yang belum melunasi perpajaknnya semacam telat memberitahukan SPT
dan surat ketetapan yang ialah hasil dari kegiatan pengamatan SPT yang tidak
selaras dengan kondisi sesungguhnya atau sesudah diamati dan diperiksa, nominal
wajib dari SPT itu meningkat maka dari itu pajak yang harus dilunasi bertambah
maka akan diterbitkan surat ketetapan.

Surat paksa memiliki kekuatan hukum tetap, karena surat paksa mempunyai
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan tetapan di

pengadilan, demikian menurut Pasal 7 Undang-Undang PPSP (Penahihan Pajak



dengan Surat Paksa). Saat habis masa pembayaran utang pajak ialah saat
dimulainya kegiatan pemungutan ialah dengan pengeluaran surat teguran. Surat
teguran dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal habis masa pelunasan
utang pajak. Pemungutan pajak menggunakan surat paksa ialah modal utama untuk
menjalankan pemungutan pajak yang efisien, sebab dengan dikeluarkannya surat
paksa memberikan kekuasaan kepada aparat pemungutan pajak untuk
melaksanakan eksekusi langsung (parate executie) dalam penyitaan atas barang
milik penanggung pajak dalam menjalankan penjualan langsung atau melalui
negosiasi atas barang-barang tersebut dalam pemenuhan pajak tanpa melewati
proses di pengadilan.

Tujuan pemungutan pajak ialah agar penanggung pajak membayar
tunggakannya dan beban pemungutan pajak. Supaya tujuan pemungutan pajak
teraih, oleh karena itu dibutuhkan aksi jelas dari aparat pemungutan pajak dengan
mengeluarkan surat teguran dan semacamnya, lalu pemberitahuan surat paksa,
pemberitahuan surat amanat melaksanakan penyitaan dan melakukan penyitaan,
pemasaran barang hasil penyitaan, sampai dengan kegiatan pencegahan pergi ke
luar negeri.

Kegiatan pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu
dijalankan dengan penyampaian melalui surat teguran atau pemungutan sekaligus,
serta surat paksa. Bilamana penanggung belum membereskan utang pajaknya
dengan itu, bagian KPP Pratama Batu mengeluarkan penerbitan surat perintah
menjalankan penyitaan setalah lewat 2x4 jam surat paksa disampaiakn untuk

penanggung pajak dan utangnya belum dibereskan. Melakukan pengumuman



negosiasi serta penjualan/negosiasi barang tahanan. Berdasarkan masalah prosedur
pemungutan pajak dengan surat paksa, maka peneliti ingin mengetahui tentang
prosedur penerbitan surat paksa dalam pemungutan pajak di Kantor Pelayanan
Pajak. Sehingga peneliti tertarik memilih judul penelitian “Analisis Prosedur
Penerbitan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Penagihan Pajak Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Batu”
1.2. Rumusan Masalah
Bagaimana prosedur penerbitan surat paksa terhadap efektivitas penagihan
pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Batu?
1.3. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui analisis prosedur penerbitan surat paksa terhadap
efektivitas penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Batu.
1.4. Manfaat penelitian
1. Bagi Peneliti
Memberi pengetahuan yang dapat memperbanyak wawasan mengenai
aturan dan proses penerbitan surat paksa dalam pemungutan pajak.
2. Bagi Universitas
Dapat menambah wawasan terkait dengan analisis prosedur penerbitan surat
paksa terhadap efektivitas pemungutan pajak dan untuk menunjang
perkuliahan serta menambah pengetahuan.
3. Bagi Petugas Pajak
Dapat dijadikan acuan dalam usaha pengembangan pemungutan pajak agar

jumlah utang pajak tidak selalu menumpuk.



4. Bagi Pihak Lain
Dapat dimanfaatkan menjadi bahan pertimbangan, masukan tambahan bagi

pihak lain yang hendak di teliti mengenai masalah yang serupa.
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